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BEBERAPA MASALAH HAMBATAN TERHADAP 
PELAKSANAAN PERWASITAN INTERNASIONAL 

DI 
INDONESIA *) 

Sidik Suraputra. 

Sejak dibcrikan suasana penanaman modal asing oleh Undang-Undang 
Penanaman Modal Asing No.1 I 1967 hingga sekarang usaha penanaman 
modal asing sudah beIjalan kurang lebih delapan tahun. Dalam jangka 
waktu itu sudah cukup banyak proyek-proyek dengan modal asing yang 
te lah berdiri atau dalam taraf akhir penyelesaian proyek-proyeknya. Hasil 
produksi Jari usaha-usaha modal asing ini sudah banyak dinikmati_Menarik 
modal asingke Indonesia ini, menimbulkan adanya kemungkinan perselisihan 
antara~ penanam modal asing dengan pemerintah Indonesia, maupun dengan 
partner Indonesianya dikemudian hari_ 

Untuk penyelesaian ini, dalam kontrak atau dokumen-dokumen lainnya 
dicantumkan penyeJesaian oleh suatu badanperwQsitan. Syarat perwasitan 
ini seringkali dipil ih karena prosedurenya bisa dipermudah dan putusan 
perwasitan adalall mengikat bag; para pihak dan tidak dapat dibanding 
pada insta"si peradilan yang lebih linggi. Lag; pula persoalannya adalah 
mungkin begitu teknis, sehingga sukar untuk dimengerli oleh Hakim dari 
Pengadilan. 

Batasan dari perwasitan aiau Aribitrasi ini dapat dirumuskan sebagai 
berikut: 

Arbitration, is a simple proceeding voluntarily chosen by parties who 
vvant a dispute determined by an impartial judge of own mutual selectioJl, 
whose decision, based on the merits of the case, they agreed in adllQnCe to 
accept as final and binding. 1) 

Persyaratan perwasitan dalam usaha penanaman modal asing ini paling 
banyakdicantumkan adalah penyelesaian perwasitan menurutKonvensiBank 
Dunia. kemudian penyelesaian perselisihan oleh The Illfernational 
Chamber of Commerce. 2) Syarat perwasitan ini tidak saja terdapat dalam 
usara-usaha pen ana man modal asing menurut Undang-Undang No.11 1967: 
tetapijuga terdapat dalam usaha-usaha modal asing diluar Undang-Undang 
tersebu!. Dalam tulisan ini perbincangan akan dibatasi pada masalah­
masalah hambatan yang mungkin teIjadi pad a pelaksanaan perwasitan 
lnternasional menurut konvensi Bank Dunia maupun menurut The 
International Chamber of Commerce_ 

* Kertas kerja ini berasal dari seminar Pusat Studi Hukum Dagang, PHUI 
tanggal 24-25 Oktober 1975. 
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U 
Dalam proyek-proyek penanaman modal asing menu rut Un dang­

Undang No.l/l967 biasanya penyelesaian perselisihan yang mungkin 
teJjadi dikemudian hari, akan diselesaikan menurut The Convention of the 
Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other 
States, atau juga disebut sebagai World Bank Convention (Konvensi Bank 
Dunia). 

Konvensi Bank Dunia ini pada mulanya gagasan dari Direktur Eksekutip 
Bank Dunia yang diusulkan pada anggota-anggota dari Bank Dunia. 
Konvensi itu tujuannya untuk merangsang masuknya modal-modal asing 
pad a negara berkembang. Biasanya perselisihan mengenai penanaman 
modal diselesaikan oleh perwasitan setempal. Akan tetapi pengalaman 
menunjukkan bahwa seringkali untuk kepentingan bersama, dikehendaki 
agar perselisihan itu diselesaikan, menurut cara penyelesaian Inter­
nasiona!. 'r 

Konvensi Bank Dunia ini secara resmi mulai berlaku pad a taogga! 4 
Oktober 1966, setelah mendapat ratifikasi dari dua puluh negara sesuai 
dengan pasal 68 ( 2) dari Konvensi. 

Penyelesaian perselisillan yang diberikan oleh Konvensi Bank Dunia ini 
adalah dengan jalan konsiliasi, yaitu berupa usul yang tidak mengikat dari . . 
arbitrasi atau perwasitan yang putusannyamengikat para fihak kalau 
dianggap perlu setelah konsiliasi dapat dilanjutkan dengan perwasitan. 
Sebagai badan pelaksana dari Konvensi Bank Dunia ini kemudian dibentuk 
The International Centre for Settlement of International Disputes, atau 
disingkat sebagai Centre, yang merupakan lembaga lnternasional yang 
berdiri sendiri. 

Indonesia juga kemudian meratifikasi Konvensi Bank Dunia ini dengan 
Undang-Undang No.5/1968, sebagai suatu usaha disamping Undang­
Undang No.l / 1967 untuk merangsang masuknya modal asing. Me­
nyimpang dari kebiasaan hukum Internasional, dalam penyelesaian peese­
lisihan menurut Konvensi Bank Dunia ini individu dan negara berdiri sarna 
decajat. Biasanya individu dalam hukum lnternasional hanya merupakan 
obyek saja yang tidak dapat menuntut negara diforum lnternasiona!. 

Masalah-hambatan yang dapat dilihat oleh penulis sehubungan dengan 
pelaksanaan konvensi Bank Dunia di Indonesia, adalah kewarganegaraan 
dari penanaman moda!, 'yurisdiksi dan pelaksanaan keputusan dari konvensi 
Bank Dunia. Akan dibicarakan terlebih dahulu mengenai kewarga-negaraan 
dari penanam modal') Menurut pasal 3 dari undang-undang no. 1/ 1967 
dikatakan bahwa para pen an am modal asing yang hendak berusaha di 
Indonesia harus terlebih dahulu membentuk Perseroan Terbatas menurut 
hukum Indonesia. Penjelasan resmi dari ketentuan tersebut mengatakan 
bahwa: 

Penanam modal asing oleh seorang asing, dalam statusnya sebagai orang 
perseorangan, dapat menimbulkan kesulitan ketidak tegasan dibidang 
hukum internasional. Dengan mewajibkan membentuk badan hukum, 
maka dengan demikian, akan mendapat ketegasan mengenai status 
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hukulIUlya, yaitu badan hukum Indonesia yang tunduk pada hukum 
Indonesia. Sebagal badan hukum terdapat ketegasan mengenai modal yang 
ditanam di Indonesia. 

Ketentuan tersebut diatas yang dimaksudkan sebagai penjelasan, se­
benarnya tidak menambah jelas bagi para pembacanya, karena seorang 
asing yang mendapat izin untuk berusaha disuatu negara, asalkan saja 
tunduk pada peraturan-peraturan negara tersebut tidak akan menimbulkan 
kesukaran dalam hukum Internasional. Juga bagi negara tersebut tidak 
akan mengalami kesulitan dalam hukum Internasional, apabila pada orang 
asing itu diperlakukan menurut standard minimum hukum Internasional, 
sehingga dapat menikmati kehidupan, kemerdekaan dan perlindungan 
terhadap harta-bendanya. 

Mengenai ketidak-tegasan dalam hukum internasional ini, rupanya harus 
dihubungkan dengan kalimat selanjutnya bahwa apabila telah dibentuk 
badan hukum menurut hukum Indonesia, maka terdapat ketegasan 
mengenai status hukumnya, yaitu badan hukum yang tunduk pada hukum 
Indonesia. Dari penjelasan terse but penulis menarik kesimpulan bahwa 
dengan adinya keharusan membentuk badan hukum Indonesia, maka 
menjadikan para penanam modal asing warga negara Indonesia. Maka 
dengan demikian tidak terdapat kesukaran dalarn hukum internasional, 
karena modal tegas sekarang dikuasai bad an hukum yang berkewarga­
negaraan Indonesia. 

Sedangkan Konvensi Bank Dunia adalah konvensi mengenai penyele­
saian antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal. 
Apakah dengan adanya keharusanmembentuk badan hukum Indonesia, lalu 
konvensi Sank Dunia akan kehilangan daya untuk menyelesaikan per­
selisihan mengenai penanaman modal di Indonesia? Kewarga negaraan dari 
perusahaan tentunya tidak dapat semata·mata hanya ditentukan oleh 
hukurn nasional saja, juga hukum internasional turut menen tukan. 

Dalam hukum internasional biasanya ada tiga ukuran untuk menentu­
kan kewarga negaraan suatu had an hukum, yaitu: temp at dimana hadan 
hukum tersebut dibentuk, dan ini disebut sebagal teori inkorporasi. Dapat 
juga dipakai ukuran kedudukan perseroan menurut anggaran dasar atau 
juga ditempat dimana Direksi mempunyai kedudukan yang terakhir 
disebut sebagai teori central of Fice. Dalam praktek peradilan internasional 
terdahulu, karen a tidak terdapat ukuran yang tetap, ketiga ukuran tersebut 
tadi, dapat dijadikan titik taut kewarganegaraan suatu badan Hukum. 5) 
Jadi inkorporasi sebagal mana dianut oleh pasal 3 undang-undang no. 
1/1967 bukanlah satu-satunya ukuran, untuk menentukan kewarga­
negaraan badan hukum. Bahkan dalam keadaan bahaya atau perang; suatu 
badan hukum yang mayoritas pemegang sahamnya dipegang warga-negara 
musuh, dapat dianggap sebagal badan hukum asing. Akan tetapi Mahka­
rrJIlh Internasional (the International Court of Justice) dalam perkara The 
Barcelona Traction, Light and Power Limited Company pad a tanggal 15 
Pebruari 1970 telah memberi angin baru mengenal ukuran atau titik taut 
dari kewarganegaraan suatu badan usaha.') Duduk perkaranya adalah 
sebagai berikut: 
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The Barcelona Traction' Light and Power Company Limited adalah 
suatu badan hukum Canada yang diben tuk pada tahun 1911 , dan 
berkedudukan di Toronto, Canada, dan beroperasi melalui perwakilan­
perwakilannya di Spanyol. Pad a waktu the Barcelona Traction dituntut 
kredtur·krediturnya dan dinyatakan pailit oleh Spanyol, saham·sahamnya 
sebanyak 88 % dipegang oleh warga-negara Belgia. The Barcelona Traction 
tidak menerima pemberitahuan dari tuntutan·tuntutan para krediturnya, 
oleh karena itu gaga I mengadakan tangkisan 8 hari sesudah putusan 
dijatuhkan, sebagaimana ditentukan hukum Spanyol. Belgia berpendapat 
bahwa jangka waktu 8 hari ini tidak pernah dipergunakan karen a Canada 
merasa tidak punya kepentingan Jagi clalam perusahaan itu. 

Canada sejak lahun 1955 berhenti mewakili kepentingan the Barcelona 
Traction di Spanyol. Sehingga Belgia terpaksa mewakili untuk dan atas 
nama the Barcelona Traction dan menuntut Spanyol dihadapan Mahkamah 
International. Dalam putusannya Mahkamah Internasional berpendapat 
bahwa Canada tetap masih rnernpunyai kemampuan untuk mewakili 
kepentingan the BarceJona Traction dihadapan forum internasional. 
Menurut Mahkamah Internasional titik (aut mayoritas pemegang saham 
untuk menentukan kewarga-negaraan. hanya dapal dipergunakan dalam 
keadaan perang. Dari perkara the Barcelona Traction ini, Mahkamah 
Internasional lelah merumuskan suatu kaidah hukum Internasional bahwa 
ukuran kewarga-negaraal1 hadan hukum ada/all l1egara dimalla badan 
hukum tersebut dibentuk. 

Dalam suasana hukum internasional yang strukturnyamasih sederhana 
dimana tidak lerdapat badan legislatip , pulusan Mahkamah Internasional 
t.rsebut mempunyai pengaruh yang besar7

) Sehingga dapat dikatakan 
bahwa apabila dikehendaki suatu proteksi kliusus bagi para pemegang 
saham, maka hak tersebut harus dibuat suatu pe~anjian tersendiri 8) Di 
Indonesia yang mempergunakan kesempatan itu adalah perusahaan asing 
dibidang tam bang mineral. Menllrut ketentuan perusahaan asing yang 
menanamkan modalnya di usaha tam bang mineral juga diwajibkan untuk 
mcmbenluk perseroan terbatas menu rut hukum Indonesia') Dalam 
kontrak karya antara perseroan terbatas tersebut dengan Pemerintah 
disyaratkan bahwa untuk tujuan perwasitan menurut konvensi Bank 
Dtlnia, perseroan terbatas tersebut dianggap mempunyai kewarga-negaraan 
dad negara perseroan konvensi Bank Dunia lain. I 0) Ketentuan itu sendiri 
memang dimungkinkan oleh pasal 25 (I)b dari konvensi Bank Dunia, yang 
didasarkan atas penguasaan saham oleh orang asing. Penulis tidak melihat 
ketentuan ini dimuat dalam pe~anjian penanam modal asing lain dengan 
pemerintah. Apakah Pemerintah Indonesia dikemudian hari dapat menolak 
yurisdiksi .dari badan perwasitan Bank Dunia (Centre) dengan dalih bahwz 
perllsahaan modal asing di Indonesia dalah berkewarga-negaraan Indone­
sia? Penulis bel urn bisa memastikan, karena belum ada satll perkarapun 
dari Indonesia yang masuk Centre. 

Andaikata tidak ada persoalan mengenai kewarga-negaraan dari per­
usahaan ini, maka masalah lain adalah bilamana Cenlre mempunyai 



PERWASITAN INTERNASIONAL 287 

yurisdiksi terhadap pertikaian an tara penanaman m odal as ing dcngan 
pemerintah Indonesia. Pasal 25 (I) dari k onvensi Bank Dunia mengalakan 
bahwa Centre baru mempunyai yurisdiksi apabil" kedua belah pihak, yaitll 
si penanam modal asing dan pelllcrintah InLionesia mcnyetujuinya. 
Ratifikasi daTi konvensi Bank Dunia bukalilah merupakan pcrsetlljuan 
ahwa setiap perselis ihan dapal ditarik pacta yurisd iksi dari Cenlfe. flal ini 
juga kemudian di legaskan oleh ponjelasan Undang-Undang no. 5/196X 
Halaman 2 : Walaupun kOllvensi ini tidak bcrlaku UJ1luk suatu Ncgara, 
namun tidak lah ada suatu kewajihan untuk menyelesaikan sc tiap per­
selisihan mcn urut konvensi . 

Caranya persc tujuan i tll diberikall uleh negara peserta konvensi harus 
seL3ra tertulis. dan persctujuan terschut bersifat mengikal Jan ridak. dapal 
d irik kembali . 

Persetujuan tertulis tersehut dapat diwujudkan dalam suatu perundang­
llndangan dari negara peserta konvens i, da lam Suatu perjanj ian terscndiri 
dari negara peserta dengan warga negara dari negara pcserta lain. Juga 
persetujuan dapat diherikan dalam suatu ad-hoc kOlllplOmis untuK 
menyelesaikan suatu persengketaan lCftCntu. 

Sepanjang pengelahuJ1l penulis pemerinfah Indonesia hanya memheri­
kan persetujuan untuk ditare.;. dalam yurisdiksi Centre dalam kontrak 
karya pertambangan mineral. D:.tbm sur~lt .1plikasi Form H yang diajukan 
para penanam Modal Jsing. mcmang selalu dicantumkan ketentuan 
penyeJesaian perselisihan ()I~h konvensi Bank Dunia. dan ada yang 
berpendapat bahwa Fonn 13 yang disetuju pemerintah adaJah suatu 
kontrak dalam ar ti Hukum. Sehingga dapal disirnpulkan bahwa pemerintah 
Indonesia menyetuju i unlu, dilarik <lalam yurisdiksi Centre . Penul is tidak 
dapat menyetujui pendapat ini. karc naFormB mcskipun Lelah disetujuj 
hanya rnerupakan sural PCllllDhonan arau project proposal dari penanam 
modal asing, bukan r~ljalljl~m dalam arti Hukum . Sehingga dalam 
kebanyakan h al pemerinlah Indonesia harus memherikan persetujuannya 
terlehih dahulu untuk danat dit :.nik palla yurisdiksi dari Centre. 

ApabUa persetuju all ill i d ib e rj~an olch pernerinlah Indones ia , mak a 
terikatlall oleh yurisdiksi Jari Cenlre, dan m asalahnya adalah pelaksanaan 
keputusan dari Centre d i Indonesia. Pasal 54 (I) KOllvem.i Hank Dunia 
menyatakan bahwa negara peserta konvensi hersangkulan harus mengakui 
putusan menurut konvensi tersebut sebagai mengikat, dan melaksana­
kannya diwilayahnya, seolah-olah merupakan putusan akhir Jari penga­
dilan setempal. Akan tetapi pasal 3 (I) Undang-Undang No. 5/1968 
menyatakan putusan dari Centre tersebut baru dapat dilaksanakan setelah 
disetujui oleh Mahkamah Agung. Penjelasan da ri pasal 3 (I) Undang­
Undang No.5/1968 selerusnya menyatakan bahwa: Mahkamah Agung 
harus terlebih dahulu mellyatakan, bahwa putusan Arbitrasi itu dapal 
dijalankan dalam wilayah Republik Indonesia_ Mengenai masalah pe­
laksanaan putusan dari Centre ini ada dua pendapal. Menurut Ny. 
Sunaryati Hartono, terhadap putusan dari Centre ini Mahkamah Agung 
harus memberi persetujuannya, guna dilaksanakan diwilayah Indonesia 
karena putusan tersebut harus dianggap putusan pengadilan sendiri , yang 
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telah mempunyai kekuatan hukum 1
') Lain dengan Ali Budiardjo yang 

berpendirian bahwa perkataan dalam pasal 3 Undang·Undang No.5/1968 
harus diartikan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan 
bahwa putusan dari Mahkamah Agung Arbitrasi tidak dapat di· 
laksanakan. 13

) Sehingga effectivitas daTi Konven si tersebut diragukan. 
Dari perbedaan pendapat tersebut penulis cenderung untuk menyetujui 

pendapat yang terakhir, karena putusan pengadilan/perwasitan diluai 
negeri, sesuai dengan prinsip kedaulatan negara , tidak dapat dilaksanakan 
tanpa pcrsetujuan yang tegas dari negara bersangklltan. Sliatu negara dapat 
menolak pelaksanaan putusan perwasitan asing apabila dirasakan: ber­
tentangan dengan ketertiban umum atau mengenai penafsiran dad Hukum 
setempat. Alasan ini juga kelihatannya disokong oleh pasal 55 dari 
konvensi Bank Dunia yang mengatakan ballwa pelaksanaan seperti 
ditentukan dalam pasal 54 tidak boleh mengurangi Hukum dari setiap 
negara peserta. Sehubungan dengan kekeb31an dari negara tersebut atau 
negara-negara asing lainnya dad peiaksanaan Hukum. Tentu taopa alasan 
yang cukup kuat penolakan pelaksanaan pUlllsan akan merugikan negara 
peserta bersangkutan. Karena Bank Dunia dapat menolak untuk kerja sarna 
dengan negara peserta tersebut dan dapat berakibat buruk pad a "Credit 
Worthiness" .negara peserta yang bersangkutan dalam dunia lnternasiomif. 

1II 

Diluar usaha modal asing menuru t Undang·Undang No. t / 1967, sering· 
kali disyaratkan penyelesaian perwasitan oleh The International Chamber 
of Commerce, atau disingkat I.C.C. Kantor pusat dari peradilan perwasitan 
tersebut berada di Paris dan didirikan pada tahun 1919, dengan tujuan 
untuk memajukan keIja sarna Ekonomi melalui perusahaan Swasta. 
Peradilan perwasitan daTi I.C.C. ini mempunyai kewenangan untuk 
menyelesaikan perselisihan, "mengellai Commercial nature dall yang 
mempul1yai International Character". lelas bahwa pengertian commercial 
nature atau yang bersifat perdagangan dapat menimbulkan salah pengerti· 
an. Perkataan tersebut seolah·olah memberi kesan bahwa peradilan 
perwasitan hanya menyelesaikan pertikaian yang timbul dari perjanjian 
perdagangan saja. 

Peradilan menafsirkan Commercial nature daJam arti seluas·!uasnya, 
sehingga meliputi semua kegiatan usaha, tidak semata·mata usaha dagang 
saja. Sebagai contoh Peradilan sering kali menangani dan menyelesaikan : 
I. Pertikaian an tara individu dan negara atau badan usaha yang dikuasai 

negara ; 
2. Perselisihan yang limbul dari kontrak atau konsesi dim ana terlihat 

penanainan modal; 
3. Perselisihan yang timbul dari perjanjian mengenai konstruksi umum 

(public works) ; 
4. Perselisihan yang limbul dari kontrak untuk alat·alat industri bagi 

daerah baru. 14) 
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Peradilan juga tidak menafsirkan perkataan "International Character" 
dalam arti yang sempit. Peradilan merasa berwenang untuk menyelesaikan 
setiap perselisihan yang mengandung anasir Internasional, misalnya suatu 
peIjanjian yang dibuat di suatu negara an tara para-pihak yang berlainan 
kewarga-negaraan untuk dilaksanakan di negara lain, atau juga perjanjian 
antara perusahaan asing dengan suatu negara, meskipun pelaksanaannya di 
negara i tu sendiri. 1 5) 

DaIam setiap putusan peradilan at au perwasitan adalah penting pelaksa­
naan dari putusan tersebul. Semuanya di ketahui bahwa putusan peradilan 
asing tidak begitu saja dapat diterapkan diwilayah Indonesia. Perkaranya 
harus diperiksa kembali oleh peradilan setempal. Sebelum perang dunia 
kedua Belanda pernah tUTUt serta pada konvensi Jcnewa tahun 1927 
mengenai pelaksanaan putusan badan perwasitan asing (The J 927 Geneva 
ConJJention on the Execution of Foreign Arbitral Awards) konvensi ini 
dengan lombaran Negara 1933 No. I dinyatakan berlaku untuk v'ilayah 
Hindia Belanda yang menjadi masalah apakah konvensi terseout sekarang 
masih berlaku, sehingga putusan perwasitan asing termasuk perwasitan dari 
I.C.C. dapa! dilaksanakan di Indonesia. Prof Gautama berpendapat bahwa 
.masih berlaku, karen a pasal 5 dari peIjanjian peralihan antara pemerintah 
Indonesia dengan Belanda menyatakan bahwa semua peIjanjian Inter­
nasional yang berlaku untuk Republik Federal Indonesia akan tetap 
berlaku untuk Republik, asalkan "ja tidak diputuskan oleh Republik 
Indonesia") Meskipun peIjanjian meja bundar menurut Hukum Indo­
nesia, tidak berlaku lagi, persyaratan mengenai berlakunya peIjanjian 
Internasional tetap dipertahankan. 17

) Akan tetapi pemerintah Indonesia 
sendiri, melalui Department Luar Negeri, setelah perjanjian Konperensi 
Meja Bundar dinyatakan tidak berlaku, berpendapat lain. Departemen 
Luar Negeri berpendapat bahwa, praktek yang dianut oleh Indonesia 
dewasa ini adalah bahwa Republik Indonesia hanya menjadi pihak pada 
suatu peIjanjian yang dulu dibuat oleh Nederland dan dinyatakan berlaku 
untuk Hindia-Belanda, selama Republik Indonesia secara tegas menyatakan 
dernikian sesuai dengan prosedur dalam Hukum peIjanjian InternasionaJ, 
kecuali mengenai perjanjian-peIjanjian perbatasan. 1 

') Pernyataan tegas ini 
adalah suatu pernyalaan tertulis melalui Departemen Luar Negeri atau 
Departemen teknis lain, yang menyatakan bahwa suatu peIjanjian Inter­
nasional yang dahulu dibuat oleh Belanda dan berlaku bagi wilayah Hindia 
Belanda telap mengikat Indonesia. Karena tidak ada pernyataan tegas 
bahwa Konvensi Jenewa 1927 masih berlaku bagi Indonesia, maka dapat 
diragukan apakah konvensi terse but dapat dilaksanakan disini. Bagaimana 
sikap pengadilan di Indonesia, apakah mengikuti kebijaksanaan peme­
rintah, sehingga putusan perwasitan asing tidak dapat dilaksanakan. 

Pengadilan di Indonesia kalau memang dikehendaki, dapa to melaksanakan 
putusan perwasitan asing, setelah diperiksa apakah tidak bertentangan 
dengan ketertiban umum, berdasarkan Comity at au sopan san tun Inter­
nasional yang rnenghormati sistim Hukum negara lain. 19

) Peradilan­
peradilan Amerika Serikat biasa melaksanakan putusan perwasitan asing 
berdasarkan comity.2 0) Jadi dalam perbincangan mengenai penyelesaian 
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perwasitan Internasional adalah masalah mengenai pelaksanaan putusan­
nya. bagaimana prakteknya dikemudian had. 

IV 

Dari perbincangan mengengai masalah hambatan pelaksanaan per­
wasitan konvensi Bank-Dunia penulis-penulis yang sangsi akan keefektipan 
ari perwasitan tersebut. 

Antara lain Schwarz en berger mengatakan: 
"It is possible to become a party to lite CO/lvention and, thus, acquire 
additional credit worthiness without thereby accepting any obligatioN 
to submit any particular dispute to concilJiarioll or arbitration ,,2 1)­

Malahan Metzger berpendapat lebih ekstrim lagi yang mengatakan 
bahwa konvensi Bank Dunia ini dibuat "10 Salle face fhe Capital Exporting 
countn"es". Komentar-komentar ini dilontarkan karena penyeJesaian 
perselisihan seperti telah dijelaskan terdahulu menuru t konvensi Bank 
Dunia, sangat digantungkan pada persetujuan negara peserta. Akan tetapi 
sekali persetujuan tertulis diberikan bahwa perselisihan akan diselesaikan 
oleh Centre, sebaiknya putusan Centre tersebut dilaksanakan karena selain 
akan kehilangan kepercayaan dari Bank Dunia mungkin juga dari negara 
lain. Juga pasal 27 Konvensi Bank Dunia memberi keluangan untuk 
memberikan perlindungan diplomatik oleh negara peserta konvew,i pada 
warga negaranya. Perlindungan diplomatik ini adalah suatu perlindungan 
yang diberikan suatu negara pada warga negaranya, atas pelanggaran 
Hukum Internasional oleh negara lain terhadap Warga-Negara asing. 
Apabila tetjadi maka negara dari penanam modal dengan negara dimana 
modal tersebut ditanamkan akan berhadapan eli Mahkamah Internasional, 
dan ini dengan sendirinya tidak menguntungkan untuk suasana penanaman 
modal asing. 

Mengenai pelaksanaan putusan pengadilan I.C.C. atau badan per-
wasitan asing lainnya, kalau memang ada niat untuk membentuk iklim 
penanaman modal, ada baiknya Indonesia ikut ser ta pada T71C United 
Nations Convention 011 the Recogaition and i';nforL'emel1t of Foreign 
Arbitral Awards. Sehingga paling sedikit memberi keyakinan pada negara­
negara peserta konvensi bahwa penyelesaian perwasitan di negara-negara 
tersebut akan dijamin pelaksonaannya di Indonesia. Juga dengan ikut serta 
pad a konvensi tersebut akan memberi kesan pad a dunia lnternasional 
ten tang kesungguhan Indonesia untuk mematuhi setiap putusan perwasitan 
asing. 

Sebagai penutup perbincangan ini, penulis memang sengaja tidak 
membicarakan soal-soal prosedur bagaimana suatu pertikaian dapat dibawa 
pada perwasitan Internasional, akan tetapi membatasi diri pada beberapa 
permasalahan yang mungkin menghambat pelaksanaan perwasitan Inter­
nasional, untuk dijadikan pemikiran kita semua. Sebenarnya segala 
hambatan yuridis ini dapat diatasi kalau memang kemauan dari para pihak 
untuk menyelesaikan pertikaiannya melalui perwasitan.-

Jakarta, 29 September 1975. 
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